BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah
dijabarkan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok
penelitian sebagai berikut.
Anak tidak diperbolehkan bekerja apalagi dipekerjakan, sejauh ini di
Yogyakarta khususnya di Pengadilan Negeri Sleman, belum ada kasus tentang
eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtuanya untuk bekerja, di angkat di
Pengadilan Negeri Sleman, dan juga belum ada kasus yang pernah
diselesaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa tentang
eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtua untuk anaknya bekerja.
Pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi secara
khusus yang dilakukan oleh orangtua dapat dilihat dari peraturan yang di atur
dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, mengatur bahwa:
“Setiap orang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual anak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau oranglain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)”

Kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtua untuk anaknya

bekerja masih marak terjadi di lapangan, akan tetapi secara faktanya
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pemberian bentuk pertanggungjawaban yang diberikan terhadap pelaku
eksploitasi, khususnya yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya untuk
bekerja tersebut belum ada kasus yang di angkat dan diselesaikan melalui
jalur hukum. Jadi, belum bisa membandingkan antara peraturan perundang-
undangan yang ada sebagaimana yang telah di paparkan di atas dengan fakta

yang ada di lapangan.

. Saran
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah
dijabarkan, maka penulis akan memberikan saran yaitu:

1. Masyarakat sekitar tidak hanya tinggal diam bila melihat, mengetahui,
dan menemukan.  pelaku eksploitasi khususnya yang dilakukan oleh
orangtua terhadap anaknya yang bekerja masih di bawah umur, melainkan
melaporkan kepada pihak penegak hukum dan/atau kepada dinas sosial
untuk diberikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah
dilakukan oleh pelaku eksploitasi.

2. Aparat penegak hukum bertindak secara tegas untuk memproses bila ada
kasus pelaku eksploitasi khususnya yang dilakukan oleh orangtua terhadap

anaknya yang bekerja masih di bawah umur.
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